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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 

Notaris merupakan pejabat umum yang dibawahi langsung oleh 

Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki tugas dan wewenang dalam 

membuat akta otentik dan menjaga kerahasian yang tercantum didalamnya. 

Kewajiban untuk mencantumkan/ membubuhkan cap sidik jari pada minuta 

akta sebagai suatu lampiran dalam suatu minuta akta Notaris barulah 

dirumuskan dalam perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

30 Tahun 2004, yaitu pada Undang- undang Republik indonesia Nomor 2 

tahun 2014. Ketentuan Pasal 1 angka (8) UU No. 2 tahun 2014 Tentang 

Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi ” Minuta Akta adalah asli Akta yang 

mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang 

disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris ”  menimbulkan pertanyaan 

bagi Pejabat Umum (Notaris) dalam membuat akta jika ada penghadap yang 

tidak bisa tanda tangan atau bisa tanda tangan tetapi terkendala karena 

tangannya sakit.1 

Notaris sangatlah dibutuhkan dalam membuat akta autentik yang 

dimana akta merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik dari 

suatu perbuatan hukum, sehingga system perundang-undangan mewajibkan 

perbuatan-perbuatan hukum yang kemudian dilanjutkan untuk 

                                                   

 
1 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani. Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, 

Jakarta: Dunia. 2018. hlm. 5. 
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dibuatkan ke dalam bentuk akta autentik. Notaris beserta akta yang 

dibuatnya merupakan salah satu usaha negara dalam menimbulkan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama bagi para 

penghadap yang melakukan perbuatan hukum dengan menghendaki 

perbuatan hukumnya dituliskan dalam suatu akta notaris tersebut. 

Agar suatu akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan 

hukum pembuktian yang kuat, maka akta autentik tersebut haruslah 

memenuhi ketentuan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan UU jabatan 

Notaris. Jika prosedur tersebut tidak terpenuhi, tetapi hal yang tidak 

terpenuhi itu dapat dibuktikan , maka akta tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta bawah tangan.2 

Menurut Pasal 1866 KUH Perdata ” pembagian alat-alat bukti terdiri 

dari alat bukti tertulis,  alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti 

pengakuan, dan alat bukti sumpah”. Minuta akta merupakan bagian dari alat 

bukti tertulis, yang dimana alat bukti tertulis merupakan salah satu alat bukti 

yang sangat dibutuhkan dan diutamakan di dalam penyelesaian perkara 

perdata. Akta otentik sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna memiliki 

tugas yang penting di setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Sebagai 

alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di 

dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang 

lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas 

                                                   
 

2 Aprillia Putri Suhardini, Imanudin , Sukarami, Pertanggungjawaban Notaris yang 

Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. Jurnal Akta,Vol.5, 

No.1 2018. hal 29 
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akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai 

pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang 

serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal 

tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan 

pemerintah.3 

Sidik jari merupakan hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja 

diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada 

benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak 

adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan 

sampai ke semua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari 

tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis 

halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau 

alur yang membentuk struktur tertentu. 

Notaris berdasarkan pengaturan pasal 16 Ayat (1) huruf c UU Jabatan 

Notaris (UUJN) ” Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik 

jari penghadap pada Minuta Akta” memiliki kewenangan untuk mengambil 

cap sidik jari dari penghadap yang melakukan akad dihadapannya, dan 

berkewajiban untuk menyimpan dan menjaganya dalam bentuk lembaran 

khusus yang dilekatkan sebagai lampiran pada minuta akta. Apabila 

nantinya lembaran cap sidik jari ini dibutuhkan oleh para pihak ataupun 

                                                   

 
3 Prilla Geonestri Ramlan. “Mengenal Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Perdata“ 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-
Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html. (Diakses pada tanggal 27 September 2022 ). hal 

28. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html
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pihak penyidik guna dijadikan alat bukti pendukung untuk menyelesaikan 

perkara, makan Notaris dapat memberikan koipian dari lembar cap sidik jari 

tersebut.4 

Mengenai komitmen untuk membubuhkan sidik jari pada minuta akta 

pejabat hukum, hal baru inilah yang diungkapkan dalam peraturan kantor 

pejabat hukum. Diterapkannya kewajiban untuk membubuhkan sidik jari 

pada Minuta akta Notaris memberikan fungsi dan manfaat yang sangat 

membantu para Notaris antara lain untuk memastikan bahwa pembuatan 

akta tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah diatur 

dalam pasal 16 Ayat  ( 1) huruf c Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), 

juga untuk memastikan proses pembuatan akta tersebut sudah memenuhi 

syarat, termasuk juga dalam hal ini kehadiran para penghadap, serta para 

penghadap dapat mengerti dan memberikan persetujuan terhadap akta yang 

telah dibuat dihadapan Notaris, yang tidak hanya ditandai dengan 

paraf/tandatangan, melainkan juga diperkuat dengan cap sidik jari yang 

dilekatkan pada Minuta akta Notaris, selain itu juga dengan adanya 

kewajiban untuk membubuhkan sidik jari itu sendiri dapat membantu para 

penghadap yang terkendala dalam melakukan tanda tangan. Sebagai bukti 

bahwa para penghadap benar-benar telah menghadap dan apa yang telah 

tertuang di dalam minuta akta tersebut benar adanya, sehingga dengan 

adanya sidik jari tersebut dapat menjadi jaminan bagi para Notaris jikalau 

                                                   
 

4 Tania Novelin, I Made Sarjana. Peran Notaris dalam Penentuan Sidik Jari Penghadap 

Dalam Minuta Akta, Acta Comitas Vol .6, No. 02, 2021. hal 27-30. 
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para penghadap tidak mau mengakui bahwa mereka pernah menghadap.5 

Ketentuan Pasal 1 Angka (8) UU No 2 tahun 2014 Tentang Jabatan 

Notaris (UUJN) yang menyatakan  perlu disambungkan dengan Pasal 16 

ayat (1) huruf c yang berkaitan dengan kewajiban notaris untuk 

membubuhkan sidik jari para penghadap pada berita acara akta, yaitu asli 

akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris 

serta disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pasal-Pasal tersebut 

tidak menegaskan dengan jelas tentang prosedur dan cara dalam melakukan 

pembubuhan sidik jari penghadap itu sendiri, isi pasal tersebut hanya 

menyebutkan “ dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib melekatkan 

surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta “.6 

Kewajiban melekatkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta 

kemudian menjadi tidak jelas ketika para Notaris tidak mempunyai 

sandaran aturan yang jelas mengenai jari-jari mana saja yang harus diambil 

sidik jarinya dalam sebuah akta, sedangkan dalam penjelasan Undang-

undangnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris (UUJN) hanya 

menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya ” Notaris wajib 

melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta 

Akta”, melihat dari isi pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik 

mengenai ketentuan lainnya seperti ketentuan jari-jari mana saja yang harus 

                                                   
 

5 Wulan Wiryanthari, Ibrahim R. Jurnal; Keuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap 

Oleh Notaris Pada Minuta Akta, ACTA COMITAS, Vol. 5, No. 3, 2020. hal 40-45. 

6 Rizka Rahmawati. Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para 

Penghadap Pada Minuta Akta, Jurnal SASI Vol. 25, No. 1, 2019. hal 19. 
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diambil sidik jarinya . Notaris akan sangat diuntungkan dengan 

ditambahkannya sidik jari pada Berita Acara Akta apabila dikemudian hari 

timbul masalah dengan akta yang ditandatanganinya. Para penghadap 

kadang-kadang tidak mengakui pernah bertemu dengan seorang akuntan 

Publik, bahkan mengingkari tanda yang dibubuhkannya pada Berita Acara 

Akta, sehingga hal ini tentu dirancang dengan buruk ketika ada suatu 

persoalan. Keakuratan identitas penghadap akan ditingkatkan dengan 

membubuhkan sidik jarinya pada Berita Acara Akta.7 

Hukum pembuktian tercantum pada HIR ( Herziene Indonesische 

Reglement ) pasal 162-177 dan pasal 282 –314 RBg. Pada pasal 1866 tertera 

bahwa alat bukti yang diakui dalam perkara perdata merupakan alat bukti 

yang berupa, bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan 

sumpah. Alat bukti     tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. 

Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, 

surat/dokumen/akta memegang peran penting. Kekuatan pembuktian 

perkara perdata untuk memenangkan perkara yang berdasar pada dokumen 

ini juga harus memperhatikan beberapa hal menyangkut kebenaran formil 

di dalamnya. Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pada akta 

otentik harus memenuhi tiga kriteria yaitu kekuatan bukti luar, kekuatan 

pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Suatu akta otentik 

                                                   

 
7 Khalam Faozy dan Jawade Hafidz. Akibat Hukum Pembubuhan Cap Sidik Jari Para 

Penghadap pada Minuta Akta Notaris sebagai Sempurnanya Akta Autentik menurut UU 
No 2 tahun 2014 Jo UU no 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Akta, Vol .4, 

No. 1, 2017, hal 65-67. 
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yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik 

kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Selama tidak dapat dibuktikan 

sebaliknya pada akta tersebut melekat bukti luar/harus diterima 

kebenarannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil 

berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, menyangkut kebenaran formil yang 

dicantumkan oleh pejabat pembuat akta. Untuk kebenaran materiil, 

merupakan permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di 

dalamnya. 

Pada pasal 16 ayat (1) huruf c UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 

Notaris (UUJN) perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 yang menyebutkan 

bahwa seorang Notaris berkewajiban untuk melakukan pembubuhan cap 

sidik jari pada minuta akta yang telah dibuatnya, pelanggaran terhadap 

kewajiban tersebut apabila menimbulkan kerugian kepada para pihak, maka 

dapat menjadi alasan bagi para pihak tersebut untuk menuntut. Berdasarkan 

latar belakang tersebut diatas, maka akan dilakukan penelitian hukum 

dengan judul “ Akibat Hukum Pemalsuan Sidik Jari pada Minuta Akta 

dalam perspektif hukum pembuktian” . 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah pengaturan pembubuhan sidik jari pada minuta akta 

notaris dalam hukum pembuktian? 

2. Bagaimanakah Akibat Hukum Terkait dengan Pemalsuan 

Surat/Akta Beserta Identitas didalamnya termasuk Sidik Jari ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka yang menjadi 

tujuan dari  penelitian ini adalah : 

1. Untuk memberikan analisis dan juga memberikan penjelasan mengenai 

pengaturan pembubuhan sidik jari pada minuta akta notaris dalam 

hukum pembuktian. 

2. Untuk memahami dan menganalisis lebih dalam mengenai Akibat 

Hukum terkait perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan 

beserta idetitas sidik jari didalamnya. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan jelas bagi 

pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam praktik di dunia 

kenotarisan berkenaan dengan hal pelekatan sidik jari pada minuta akta 

notaris. 

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara praktis kepada pihak yang berkepentingan, diantaranya : 

a. Para penghadap 

Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk para penghadap 

dalam melakukan pembuatan minuta akta sehingga tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti peyalahgunaan 

hak dan kewajiban. 
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b. Masyarakat  

Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat terkait 

dengan pembuatan minuta akta serta prosedur yang harus 

dilakukan dalam pembuatannya. 

c.    Bagi penulis 

Diharapkan dengan adanya penulisan karya ilmiah ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat menambah ilmu 

pengetahuan mengenai kenotariatan, minuta akta dan sidik 

jari. 

E.   Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penulisan ini, penulis membatasi pada 

pembahasan mengenai akibat hukum pembubuhan sidik jari pada minuta 

akta notaris ditinjau dari perspektif hukum pembuktian yang selanjutnya 

akan dianalisis berdasarkan unsur-unsur hukum pembuktian yang tertera 

pada Pasal 1865-1866 dan Pasal 1870 KUHPerdata dan juga Pasal 41 UU 

No 2 tahun 2014 Tentang jabatan Notaris. 

F. Kerangka Teori 

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel yang saling berhubungan 

sehingga didapatkan suatu persepsi yang sistematis mengenai kejadian yang 

dideskrisikan oleh variabel-variabel tersebut. 

Ronny H. Soemitro berpendapat bahwa setiap penelitian harusla disertai 

dan didukung dengan pemikiran teoritis, dimana kerangka teoritis ini 

merupakan sebuah pola pikir yang tersusun mengarah ke suatu bahasan 
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permasalahan yang dijadikan pembanding dan juga pegangan secara teoritis. 

Berdasarkan dari pemahaman diatas, maka dalam melakukan penulisan 

skripsi ini, penulis mengacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan 

Notaris yang memuat tentatang kewajiban bagi para Notaris untuk 

melekatkan sidik jari dalam minuta akta yang dibuat dan disimpan olehnya, 

dikaitkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 41 Tentang 

jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 1865, Pasal 1866, Pasal 1870 

KUHPerdata terkait dengan hukum pembuktian. Hal ini guna memastikan 

akta yang dibuat Notaris memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah 

dan kuat sebagaimana yang diinginkan dalam pembuktian. Maka dari itu 

penulis mengkaji dan melakukan proses penemuan melalui teori-teori 

hukum yang sudah berkembang pada saat ini, sehingga dapat menentukan 

solusi yang logis dan relevan dalam dunia praktis Notaris. 

Adapun teori-teori yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1.    Teori Kewenangan 

Habib Adjie mengemukakan bahwa kewenangan merupakan suatu 

tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan, yang mana 

pengaturan tersebut diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan mengatur yang bersangkutan itu sendiri.8 

Penjelasan kewenangan lainnya dikemukakan oleh Bagir Manan yang 

                                                   
 

8 Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia tafsiran Tematik terhadap UU No.30 

Tahun 2003 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.hlm.77. 
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menyebutkan bahwa makna hak dan kewajiban. Hak yang berisi untuk 

melakukan tindakan atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan 

tertentu yang dilakukan agar menimbulkan akibat hukum sekaligus 

mencakup mengenai timbul dan hilangnya akibat hukum. Dan kewajiban 

yang berisi keharusan untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu atau tidak 

melakukan tindakan tertentu. 

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

dapat        diperoleh dengan menggunakan 3 cara, yaitu : atribusi, mandat, dan 

delegasi. Dalam hal ini kewenangan yang berkaitan dengan Notaris adalah 

kewenangan atribusi Melihat dari istilah hukum, atribusi merupakan 

terjemahan dari pembagian kekuasaan dari pembuat undang-undang kepada 

organ-organ pemerintah. Yang dimana berarti kewenangan itu sendiri 

melekat pada organ pemerintah itu sendiri yang dituju atas jabatan dan 

kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintah tersebut.9 

Philipus M. Hadjon menjelaskan terkait dengan kewenangan yang 

didapat oleh Notaris sebagai pejabat umum berbeda dengan kewenangan 

yang diberikan kepada Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana kewenangan 

yang didapatkan oleh Notaris didapatkan dengan cara atribusi, karena 

kewenangan yang didapat oleh Notaris sebagai pejabat umum merupakan 

kewenangan yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan.10 

                                                   
 

9 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat..Hukum administrasi Negara. 

Bandung: Penerbit Nuansa . 2010 hlm. 136-137.  
10 Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administarsi Indonesia. Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press. 2008. hlm 77. 
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Teori kewenangan digunakan dalam penulisan ini guna untuk 

memperjelas landasan dasar kewenangan dan kewajiban dari seorang 

Notaris dalam mengemban fungsi jabatan ketika sedang melakukan 

tugasnya, terlebih lagi dalam menjalankan kewajibannya yang telah diatur 

oleh UU untuk melakukan pembubuhan cap sidik jari dari para penghadap 

dalam setiap lampiran minuta akta, dan juga untuk meneliti lebih lanjut 

bagaimana akibat hukum yang akan dikenakan bagi para Notaris yang tidak 

melakukan pembubuhan sidik jari pada setiap lampiran minuta akta 

tersebut. Sekaligus juga untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan 

mengenai sejauh mana tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan 

kepada seorang Notaris atas kewajiban untuk melakukan cap sidik jari 

penghadap pada minuta akta yang dibuat olehnya. 

2. Teori Pembuktian 

Teori Pembuktian merupakan teori kedua yang digunakan dalam tulisan 

ini. Kata “bukti” mengacu pada segala sesuatu yang menunjukkan 

kebenaran suatu peristiwa, pernyataan nyata, atau tanda. R. Subekti 

berpendapat bahwa, pembuktian ialah upaya untuk meyakinkan hakim 

mengenai suatu kebenaran dalil yang dikemukakan pada suatu 

persengketaan.11 Yahya Harahap berpendapan, bahwa pembuktian 

merupakan kemampuan penggugat ataupun tergugat untuk memanfaatkan 

hukum pembuktian dalam mendukung dan juga membenarkan hal-hal yang 

                                                   
 

11 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 

Jakarta: Balai Pustaka. 2017. hlm. 172. 
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didalilkan oleh penggugat maupun tergugat dalam sudatu permasalahan 

hukum. 

Memahami lebih dalam berkenaan dengan pembuktian hukum acara 

perdata, hal tersebut tercantum pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi 

: “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki sesuatu hak, atau guna 

meneuhkan haknya sendiri maupun orang lain, menunjuk pada suatu 

peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.12 

”Penjelasan dari pemahaman pengaturan ini sama dengan aturan dari Pasal 

163 HIR dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi “ barang siapa mengatakan ia 

mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan 

haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya 

hak atau kejadian itu”. 

Pembuktian dalam Perkara Perdata merupakan sebuah upaya dalam 

mencapai ataupun memperoleh kebenaran formil (formeel waarheid). 

Kebenaran formil didasari dengan formalitas-formalitas hukum sehingga 

akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat. Sempurna yang berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain 

untuk memutuskan perkara selain dari alat bukti otentik itu sendiri. 

Sedangkan mengikat yang mengartikan bahwa hakim terikat dengan alat 

bukti otentik tersebut, kecuali dapat ditemukan dan dibuktikan dengan 

adanya alat bukti yang lainnya. 

                                                   

 
12 R. Subekti. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradya Paramitha.2012 .hlm.5.  
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M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa alat bukti (bewijsmiddle) 

merupakan suatu hal yang berupa bentuk ataupun jenis yang dapat 

memberikan keterangan dan penjelasan dari sebuah masalah yang dimana 

hal tersebut sangat membantu penilaian hakim di dalam persidangan. 

Pembagian alat-alat bukti diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat 

bukti tersebut terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti persangkaan, alat bukti 

pengakuan, alat bukti sumpah. 

Melihat dari pembagian alat bukti yang tercantum pada pasal 1866 

KUH Perdata diatas Minuta akta Notaris merupakan bagian dari alat bukti 

tertulis yang mana alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang memang 

sengaja dibuat untuk menjadi bahan yang dapat dipergunakan sebagai alat 

pembuktian pada saat adanya perkara.13 

Penulis menggunakan teori pembuktian ini dengan tujuan serta alasan 

agar dapat mamahami bagaimana kekuatan pembuktian dengan 

dilakukannya pembubuhan cap sidik jari pada Minuta akta Notaris, yang 

mana Akta merupakan kebenaran formil (formeel warheid) yang digunakan 

di dalam persidangan perkara hukum perdata. Kebenaran formil merupakan 

kebenaran yang hanya berpacu pada bukti-bukti yang hakim/ dapat 

dikatakan hakim bersifat pasif. Sehingga perlu dipahami sejauh mana 

seorang Notaris harus melakukan dan memenuhi kewajiban sebagaimana 

                                                   
 

13 Lilik Mulyadi. Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik 

Peradilan.Bandung:PT. Alumni. 2007. hlm. 263.  
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diatur oleh undang-undang. 

3. Teori Akibat Hukum 

Akibat hukum merupakan sesuatu akibat yang timbul karena adanya 

suatu peristiwa hukum yang terjadi atau perbuatan dari subyek hukum 

terhadap obyek hukum. Akibat hukum merupakan bagian dari lahirnya 

sumber hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang berkaitan. 

Misalnya, mengadakan perjanjian pembuatan akta Notaris maka telah lahir 

akibat hukum berupa perikatan yang saling mengikat antara seorang Notaris 

dan para penghadap. 

Menurut Jazim Hamidi akibat hukum merupakan akibat yang timbul 

dikarenakan adanya peristiwa hukum, yang antara lain dapat berwujud 

seperti : 

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum 

 

2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua 

atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu 

berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. 

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.14 

Penulis mengunakan teori akibat hukum ini dengan tujuan agar dapat 

mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang diangkat di 

dalam karya ilmiah ini, serta dapat menganalisis lebih lanjut mengenai apa 

                                                   
 

14 Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan ImplikasiHukum 

Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & 

Citra Media, Yogyakarta, 2006. hlm. 200.  
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akibat hukum yang akan diterima oleh seorang Notaris jika tidak melakukan 

kewajibannya untuk mencantumkan cap sidik jari minuta akta 

sebagaimana yang telah tertera pada pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-

undang Jabatan Notaris.15 

G. Metode Penelitian 

1.    Jenis Penelitian 

Terdapat beberapa metode penelitian hukum yaitu metode penelitian 

hukum normatif, metode penelitian hukum empiris dan metode penelitian 

hukum campuran (normatif-empiris). Dalam melakukan penulisan ini 

penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang mana 

lebih menekankan pada pembahasan norma-norma hukum yang telah ada. 

Jenis penelitian yuridis normatif ini didapatkan dengan menelaah konsep-

konsep, teori- teori dan pendapat-pendapat yang sesuai dengan pokok 

permasalahn dengan cara Penelitian Kepustakaan.16 

Jenis penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang 

mengunakan cakupan data dasar yang dalam penelitian disebut sebagai data 

sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering 

kali penelitian normaif disebut juga penelitian perpustakaan. Data sekunder 

memiliki cakupan yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, 

sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

                                                   

 
15https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-

hukum- dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137, Diakses pada tanggal 17 September 2022 
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat. Jakarta: CV Rajawali. hlm. 28. 2012. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-
https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-
https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137
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Dalam penulisan ini dokumen resmi yang dikunakan penulis dalam 

melakukan penulisan adalah peraturan perundang-undangan tentang jabatan 

Notaris, alat bukti dan pembuktian, serta ketentuan perundang-undangan 

lainnya yang saling terkait dengan pokok permasalahan yang penulis 

angkat.17 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa pendekatan 

penelitian    diantaranya : 

a. Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach) 

Pendekatan ini penulis gunakan dengan mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban dari 

Notari dalam melakukan kewajibannya untuk mencantumkan cap 

sidik jari pada setiap lampiran Minuta akta Notaris sebagaiman 

seperti yang telah tertera pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UU 

jabatan Notaris dan penulis juga mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan hukum pembuktian seperti yang 

telah tertera di Pasal 41 UU jabatan Notaris dan Pasal 1870 KUH 

Perdata.18 

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach ) 

Pendekatan Koseptual merupakan pendekatan yang digunakan 

                                                   
 

    17 Irwansyah dan Ahsan Yunus,  Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik 

penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. hlm 42. 
18 Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: 

Bayumedia Publishing. 2019. hlm. 302-321 
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dalam penulisan karya ilmiah yang mengacu pada sudut pandang 

analisa yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam 

penelitian hukum dilihat dari konsep-konsep hukum itu sendiri 

yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini digunakan oleh 

penulis untuk menciptakan sebuah pendapat ataupun pandangan 

hukum terhadap kewenangan serta kewajiban bagi para Notaris 

dalam melakukan pelekatan cap sidik jari para penghadap sebagai 

lampiran pada minuta akta serta bukti bahwa apa yang tertera 

didalam minuta tersebut benar adanya. 

c. Pendekatan Analitis (Analytical Approach ) 

Melalui pendekatan analitis (Analytical Approach) penulis dapat 

melakukan analisis terhadap bahan hukum yang penulis gunakan 

dalam penulisan ini. Sekaligus dapat mengetahui penerapan 

bahan hukum itu sendiri terhadap praktek yang akan dilakukan 

oleh para notaris terkait dengan penerapan cap sidik jari pada 

minuta akta Notaris. 

d.  Pendekatan Normatif  

Pendekatan Normatif pada kenyataannya memandang hukum 

sebagai sistem norma/kaidah. Pendekatan ini mempunyai 

karakteristik yang bersifat prespektif, yang memberikan penilaian 

tentang sesuatu yang benar/ salah. Pendekatan ini penulis 

gunakan agar dapat menciptakan penarikan kesimpulan dengan 

jelas dan tepat mengenai permaslahan hukum yang penulis 
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angkat.19 

3. Sumber Bahan Hukum 

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pengumpulan bahan 

dan data untuk menyusun penulisan ini agar dapat melengkapi penelitian ini, 

maka dari itu penulis menggunakan sumber hukum antara lain : 

a. Data Primer 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data lapangan yang 

penulis dapatkan dari sumber utama yang relevan dan memberikan 

informasi yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang penulis angkat, yang mana akan membantu penulis 

dalam melengkapi informasi untuk melengkapi penulisan karya ilmiah ini. 

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan 

karya ilmiah ini antara lain : 

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata 

3. Undang-undang No 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) Tentang    

Jabatan Notaris. 

4. Undang-undang No 2 Tahun 2014 Pasal 41 Tentang Jabatan 

Notaris 

 

 

                                                   
 

   19  Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik 

penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2013. hlm 42.  
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b. Data Sekunder 

 

Data sekunder merupakan data yang dibutuhkan untuk melengkapi data 

primer melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data tersebut didapatkan 

dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel dan sumber bacaan 

lainnya yang berkesinambungan dengan pokok permasalahan yang sedang 

diteliti penulis. 

4.    Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengumpulkan data dari data 

primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara penelusuran, 

pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun 

menggunakan teknologi informasi. Data-data dan bahan-bahan ini kemudian 

akan penulis kaitkan dengan pokok permasalahan yang penulis angkat 

dalam penulisan karya ilmiah ini, sehingga penulis dapat menganalisa 

permasalahan yang dikaji baik dengan menggunakan studi kepustakaan, 

peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang dibahas. 

5. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Dalam suatu penulisan ataupun penelitian Analisa data merupakan hal 

yang sangat diperlukan guna memberikan jawaban atas pokok permasalahan 

yang dibahas. Analisa data merupakan proses dimana mengelompokan dan 

mengorganisasikan data ke dalam pola kategori dan satuan hukum sehingga 

dapat menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dikaitkan. 

Bahan-bahan hukum yang penulis peroleh kemudian dianalisa dengan logis 
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dan sistematis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, teori-

teori dan asas-asas yang mendukung dalam penulisan karya ilmiah ini.20 

Proses Analisa dalam penulisan ini akan difokuskan dan dideskripsikan 

pada aspek nomatif dari peraturan hukum, khususnya pada peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok  permasalahan yang 

penulis angkat. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan menggunakan teknik 

penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.21 Metode 

deduktif merupakan penerapan pendekatan atau penalaran yaitu pola 

berfikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang spesifik. Setelah analisis 

bahan penelitian selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, 

dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
20 Bachtiar, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, Bandung:  PT 

Citra Aditya Bakti, 2009. hlm 37. 
21 H.B. Sutopo.  Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif bagian II. Surakarta, 

UNS Press. 2007.hlm. 45. 
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